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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah yang mempengaruhi
penegakan hukum terkait obstruction of justice
(menghalang-halangi proses hukum) dan
bagaimana tanggung jawab yuridis jika
pengacara (advokat) dengan sengaja
menghalang-halangi, mempersulit jalannya
pemeriksaan penyidikan, penuntutan serta
proses peradilan. Dengan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif,
disimpulkan: 1. Faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum terkait dengan obstruction
of justice dalam peradilan tindak pidana korupsi
antara lain: Faktor substansi hukum, bahwa
Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi tidak mengatur secara jelas mengenai
perbuatan yang dilarang. Pasal 21 hanya
menyebutkan “dengan sengaja mencegah,
merintangi atau menggagalkan”. Hal ini
menimbulkan ketidakjelasan mengenai
perbuatan bagaimana yang dimaksud dapat
mencegah, merintangi atau mengagalkan.
Sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang
berbeda di kalangan penegak hukum. Faktor
struktur hukum atau penegak hukum. Penegak
hukum masih  mempertanyakan apakah
obstruction of justice adalah ranah kewenangan
institusi mereka untuk menyidik. Sebagian
aparat penegak hukum belum memahami
secara baik tindakan-tindakan yang dapat
dikategorikan sebagai obstruction of justice.
Faktor budaya hukum, bahwa faktor budaya
hukum terdiri atas budaya hukum internal dan
budaya hukum eksternal. 2. Kedudukan dan
fungsi Advokat adalah sejajar dengan klien dan
penegak hukum lainnya, sehingga advokat ikut
menegakkan  hukum secara  profesional
berdasarkan keadilan dan kebenaran, fungsi
Advokat mendampingi klien mulai dari proses
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di tingkat awal memberikan nasehat hukum,
serta semua yang terkait dengan kepentingan
klien agar mendapatkan kesempatan dan
kesamaan hak di muka hukum, tugas dan
tanggungjawab advokat.

Kata kunci: Kajian Hukum, Pengacara, Sengaja
Menghalangi, Mempersulit Jalannya
Penyidikan, Penuntutan Serta Proses Peradilan
Terhadap Terdakwa, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Korupsi dianggap sebagai sebuah penyakit
yang sangat mengganggu keberlangsungan
hidup sebuah bangsa merdeka, maka sangatlah
dibutuhkan sebuah upaya serius untuk
menebas virus tersebut sampai pada akar-
akarnya. Tindak pidana korupsi diatur secara
khusus di dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.
Undang-undang ini menggantikan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena
kala itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan masyarakat.

Semakin gencar upaya penegakan hukum di
bidang tindak pidana korupsi dilakukan,
ternyata semakin kuat perlawanan yang
dilakukan oleh para koruptor dan keronco-
keronconya. Perlawanan tersebut dilakukan
dengan berbagai macam modus, baik secara
vulgar, tertutup atau memanfaatkan instrumen
hukum vyang ada. Mengajukan uji materil
terhadap UU KPK dan UU Pemberantasan
Tipikor kepada MK dan mengajukan pra
peradilan adalah contoh perlawanan dengan
menggunakan instrumen hukum. Perlawanan
dengan cara ini masih di batas kewajaran bila
dipandang dari sudut kaca mata hukum, namun
sebenarnya upaya ini adalah  untuk
memperlemah lembaga penegak hukum di
bidang korupsi. Lebih jauh perlawanan secara
vulgar dilakukan dengan menghalang-halangi
proses penyidikan, penuntutan sampai pada
pemeriksaan di pengadilan. Mungkin masih
teringat di benak kita dimana kasus besar
melibatkan ~ Anggodo  Wijoyo  sehingga
membenturkan lembaga KPK dan Polri yang
dikenal dengan “Cicak vs Buaya” yang berujung
pada krimininalisasi terhadap pimpinan KPK.
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Kasus yang paling terbaru adalah perkara yang
melibatkan seorang Advokat vyang juga
merupakan penasehat hukum dari Setya
Novanto (terdakwa kasus korupsi E-KTP). Dalam
dakwaan Jaksa Penuntut Umum  KPK,
disebutkan bahwa Fredrich Yunadi dengan
bantuan dokter RS Medika Permata Hijau
memalsukan keadaan sakit mantan Ketua DPR
Setya Novanto tersebut. Sangat ironis,
mengingat semangat pemberantasan korupsi
yang adalah demi keadilan dan kesejahteraan
masyarakat banyaknamun masih saja
mendapatkan pertentangan. Lebih
menyedihkan lagi perbuatan menghalangi
proses hukum tersebut malahan dilakukan oleh
oknum yang notabene adalah penegak hukum
itu sendiri.

Tindakan menghalang-halangi proses
penegakan hukum itu dikenal sebagai
obstruction of justice. Obstruction of justice
terdapat dalam beberapa pasal pada Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan di
beberapa undang-undang tindak pidana
khusus. Khusus tentang obstruction of justice di
dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat
pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.?

Obstruction of justice sebenarnya bukanlah
istilah baru dalam dunia hukum. Namun tindak
pidana ini belum terlalu dikenal dan masih
belum banyak literatur yang mengangkat
pembahasan ini. Salah satu sebab vyang
membuat istilah ini kurang populer adalah
masih terdapat keengganan para penegak
hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang mempengaruhi penegakan
hukum terkait obstruction of justice
(menghalang-halangi proses hukum).

2. Bagaimana tanggung jawab yuridis jika
pengacara (advokat) dengan sengaja
menghalang-halangi, mempersulit jalannya
pemeriksaan penyidikan, penuntutan serta
proses peradilan.

Marwan Effendi, Kapita Selekta Hukum Pidana
(Perkembangan dan Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial
dan Korupsi), Referensi, Jakarta, 2012, hal. 48
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C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis normatif yaitu penelitian
terhadap berbagai peraturan perundang-
undangan tertulis dan berbagai literatur yang
berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi.

PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum Terkait Obstruction Of Justice

1. Substansi Hukum
Penegakan  hukum  menurut  Muladi

dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan
hukum in abstraclo oleh badan pembuat
undang-undang. Tahap ini dapat pula
disebut tahap kebijaksanaan legislatif;

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan
hukum pidana oleh aparat-aparat penegak
hukum mulai dari Kepolisian sampai
Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula
disebut tahap yudikatif;

3. Tahap eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan
hukum pidana secara konkret oleh aparat-
aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat
disebut tahap kebijaksanan eksekutif atau
administratif.

2. Penegak Hukum

Menurut Friedman, struktur hukum atau
penegak hukum adalah semacam sayatan
sistem hukum, semacam foto diam vyang
menghentikan gerak.® Sistem hukum tanpa
penegak hukum akan menjadi seperti barang
mati. Hukum akan terlaksana jika ditopang oleh
penegak hukum. Lebih jauh lagi, hukum akan
terlaksana dengan efektif bila aparat penegak
hukum melaksanakannya secara profesional
dan sesuai ketentuan yang ada.

Di Amerika, struktur ini diisi oleh lembaga-
lembaga seperti Mahkamah Agung dan
Departemen Kepolisian.  Sedangkan di
Indonesia merujuk Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981, struktur hukum meliputi mulai dari
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan
Pelaksana  Pidana (Lapas). Kewenangan
lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-
undang, sehingga dalam pelaksanaan
tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh

* Lawrence M. Friedman, Op.cit., hal. 7.
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penguasa dan pengaruh lainnya.> Dalam kasus
tindak pidana korupsi, adapun aparat penegak
hukum terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, KPK
dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3. Budaya Hukum

Lawrence M Friedman menegaskan bahwa
salah satu faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum adalah budaya hukum.
Menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap
manusia terhadap hukum dan sistem hukum-
kepercayaan, nilai, pemikiran, serta
harapannya. Kultur hukum adalah suasana
pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang
menentukan bagaimana hukum digunakan,
dihindari dan disalahgunakan. Budaya hukum
erat kaitannya dengan kesadaran hukum
masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum
masyarakat maka akan tercipta budaya hukum
yang baik dan dapat merubah pola pikir
masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara
sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu
indikator berfungsinya hukum.

Friedman membedakan budaya hukum
menjadi 2 (dua) yaitu budaya hukum internal
dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum
internal merupakan budaya hukum dari warga
masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas
hukum secara khusus seperti polisi, jaksa dan
hakim. Sedangkan budaya hukum eksternal
merupakan budaya hukum masyarakat pada
umumnya (masyarakat adresat hukum).

Pengaruh budaya hukum internal terhadap
munculnya obstruction of justice, yaitu:®
1. Perbuatan menghalang-halangi penegakan

hukum kasus korupsi dilakukan oleh

advokat sebagai bagian dari catur wangsa
penegak hukum di Indonesia. Faktanya
memang keberadaan advokat justru
mempersulit proses penegakan hukum.

Perilakun hukum sebagaimana dikatakan

Lawrence Friedman yang dapat berupa

perilaku taat hukum ataupun tidak taat

hukum. Para advokat sering beranggapan
bahwa perbuatan tersebut sebagai bagian
dari pekerjaan profesi namun sebenarnya
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang ada. Semangat

> Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 77
® Ibid, hal. 127.

pembelaannya terhadap klien yang

membabi buta justru bertolak belakang dari

kewajibannya sendiri sebagai bagian dari
penegak hukum. Apalagi ada kode etik
advokat diatur dalam Undang-Undang No.

1 8 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Intervensi dari atasan, artinya dapat dilihat
dalam dua hal vyaitu intervensi yang
menyebabkan terjadinya obstruction of
justice. Diketahui bahwa dalam struktur
birokrasi penegak hukum Indonesia, atasan
dari instansi terkait cukup berperan dalam
upaya penegakan hukum. Mekanisme gelar
perkara baik di Kepolisian maupun
Kejaksaan kadangkala sangat didominasi
oleh  kehendak dari atasan vyang
bersangkutan. Tidak  jarang  upaya
penegakan hukum berjalan lambat bahkan
tidak terlaksana karena faktor buruknya
kinerja atasan masing-masing instansi.

3. Adanya strategi yang keliru dari penegak
hukum dalam melakukan upaya
pemberantasan korupsi, khususnya secara
represif. Penegak hukum lebih
memprioritaskan perkara inti dalam hal ini
perkara korupsinya, daripada kasus-kasus
obstruction of justice.  Strategi ini
dilatarbelakangi persepsi yang keliru juga,
bahwa menegakkan peraturan terhadap
pelaku korupsi lebih penting daripada
menegakkan aturan kepada pelaku tindak
pidana lain yang berkaitan dengan proses
hukum korupsi. Obstruction of justice
memang tidak diatur dalam salah satu
tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 sampai Pasal 13 UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun sebenarnya penegakan terhadap
mereka yang melakukan perbuatan
menghalang-halangi proses hukum korupsi
akan berdampak pada penegakan hukum
korupsi itu sendiri. Ditemukan beberapa
alasan tentang strategi dan keengganan
penegak hukum menangani perilaku
obstruction of justice, antara lain :’

a. Penindakan terhadap tindak pidana
dimaksud hanya akan menambah
beban kerja dari aparat penegak
hukum;

7 Ibid, hal. 130.
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b. Penegak hukum lebih berharap kepada
hakim nantinya dimana tindakan
tersebut dapat dijadikan alasan
pemberat dalam menjatuhkan vonis
(dalam hal obstruction of justice
dilakukan oleh pelaku tindak pidana
korupsi itu sendiri)

c. Obstruction of justice tidak dipahami
sebagai tindak pidana tersendiri, yang
menurut ketentuan samenloop
memungkinkan hakim untuk
menjatuhkan pidana lebih berat. Dalam
hal kemungkinan tersebut, tidak
dilandaskan pada pertimbangan hakim,
melainkan karena perintah undang-

undang.
d. Lebih mengutamakan aspek
kemanfaatan terutama  terhadap

pelaku obstruction of justice yang
melibatkan massa yang banyak. lJika
dilakukan penindakan dikhawatirkan
akan berdampak pada hal yang lebih
buruk lagi.

4. Aparat penegak hukum lebih
mengedepankan upaya persuasif. Aparat
penegak hukum beranggapan bahwa
tindakan obstruction of justice yang
dilakukan lebih pada sikap kurang
kooperatifnya para pelaku. Dari beberapa
kasus yang muncul maka kelemahan upaya
preventif yang dilakukan selama ini justru
menyebabkan perbuatan serupa berulang
di masa selanjutnya. Bagi aparat penegak
hukum, sepanjang perbuatan vyang
bersangkutan masih dalam batas toleransi
tertentu meskipun sudah dapat dikatakan
sebagai obstruction of justice, namun
penegak hukum lebih memilih
menggunakan cara persuasif. Inilah
persepsi yang keliru dari penegak hukum
terhadap obstruction of justice, karena
perilaku ini adalah tindak pidana dan harus
diproses.

5. Bagi sebagian penegak hukum, perbuatan
seseorang dapat dikatakan obstruction of
justice apabila maksud si pelaku untuk
menghalang-halangi benar terjadi. Artinya
perlu suatu tindakan nyata yang berakibat
tidak berjalannya proses hukum. Atas dasar
itulah maka penegak hukum beranggapan
tindakan penghalagan tersebut sepanjang
tidak berakibat pada terhentinya

Lex Crimen Vol. VIII/No. 4/Apr/2019

penegakan hukum maka perbuatan

tersebut hanya dianggap sebagai tindakan

tidak bekerja sama.

6. Budaya espirit d' corps atau sikap membela

institusi secara membabi buta. Penegak
hukum  seringkali memunculkan ego
sektoral di masing-masing institusi. Salah
satu contoh adalah kasus simulator SIM
dimana penyidik KPK sempat ditahan di
Makorlantas ketika hendak membawa
barang bukti yang mereka sita. Diketahui
bahwa pada saat itu hubungan KPK dan
Polri sedang memanas. Indonesia yang
memiliki beberapa lembaga penyidik yang
berbeda untuk perkara pidana khusus
dapat memunculkan rivalitas  antar
lembaga. Rivalitas ini dapat saja berujung
pada upaya menghalangi proses hukum
terutama yang melibatkan aparat penegak
hukum tertentu yang diproses lembaga
penegak hukum lainnya.
Pada kasus tertentu mungkin saja pelaku
obstruction of justice yang berasal dari
penegak hukum tertentu dilindungi oleh
korps mereka sendiri. Merujuk pada
pendapat Black, khusus menyangkut
perilaku Polisi setidaknya dapat dilihat dari
beberapa aspek yaitu:®

1. Sikap, harapan dan rasa takutnya

(dalam hal ini terhadap atasan);

2. Hubungannya dengan rekan-rekan

perwiranya (semangat korps);

3. Isolasi sosialnya dalam masyarakat

yang lebih luas (reaksi masyarakat).

Selain enam hal di atas yang merupakan
budaya hukum internal, akan dijelaskan faktor
budaya hukum eksternal yang mempengaruhi
proses penegakan hukum terhadap obstruction
of justice. Faktor eksternal berasal dari
masyarakat artinya yang menjadi poin penting
terjadinya obstruction of justice dan tidak
berjalannya proses hukum terhadap
obstruction of justice lebih dititik beratkan pada
budaya hukum masyarakat.

Dalam perkara obstruction of justice yang
melibatkan banyak orang/massa bahkan
institusi atau kelembagaan, upaya hukum
biasanya mengalami kendala tersendiri. Salah
satu aspek yang terpenting yang
mempengaruhinya adalah pola tingkah laku

8 Ibid, hal 133.
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atau perilaku  masyarakat itu sendiri.
Pertimbangan pengak hukum untuk tidak
menindaklanjuti dugaan obstruction of justice
tersebut adalah untuk meminimalisir resiko
atau dampak yang mungkin saja terjadi. Hal
yang paling mengkhawatirkan adalah tindakan
reaktif dan destruktif dari massa karena secara
psikologis  kultural dapat memunculkan
solidaritas yang berlebihan.

B. Tanggung Jawab VYuridis Pengacara
(Advokat) Dengan Sengaja Menghalangi,
Mempersulit (Obstruction of Justice)
Jalannya Penyidikan, Penuntutan dan
Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 26/PUU-XI/2013 tersebut maka Pasal 16
Undang-undang Advokat bahwa advokat diberi
perlindungan dalam menjalankan profesinya
baik di dalam maupun di luar persidangan, dan
tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana,
tetapi dalam menjalankan tugas profesinya
harus dengan iktikad baik untuk kepentingan
pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar
sidang. Etikad baik disini adalah dalam rangka
menjalankan profesi tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Advokat mempunyai itikad baik dalam
memberikan bantuan hukum dan sesuai
dengan standar bantuan hukum vyang
diberikannya bertujuan untuk, menjamin dan
memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum
untuk mendapatkan akses keadilan,
mewujudkan hak konstitusional segala warga
negara sesuai dengan prinsip persamaan
kedudukan di dalam hokum, menjamin
kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum
dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan
peradilan yang efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan
bahwa hak imunitas memang dibutuhkan oleh
Advokat dalam menjalankan profesinya, tetapi
penggunaannya tidak bisa sesuka hati.
Ketentuan hukum dalam Pasal 16 Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, dan Pasal 50 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana menegaskan beberapa syarat
definitif yang harus dipertimbangkan dalam
penggunaan hak imunitas seorang Advokat

dalam melaksanakan profesinya tidak dapat
dituntut. Dua syarat yang utama adalah
tindakan advokat tersebut terkait dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya. Selain
itu, tindakan itu juga harus didasari itikad baik
yang secara sederhana dapat didefmisikan
“tindakan yang tidak melanggar hukum.

Pada prakteknya, hak imunitas memang
kerap “dimanfaatkan” sebagai tameng oleh
advokat yang tersangkut masalah hukum. Tepat
atau tidak penerapan hak imunitas advokat
dapat diuji merujuk pada norma hukum
nasional yang berlaku.

Tindakan advokat yang membantu kliennya
memenangkan perkara dengan cara “tidak
halal” (melanggar hukum) tidak dapat
berlindung di balik hak imunitas advokat.

Berkaitan dengan proses penegakan hukum
terhadap advokat yang merintangi proses
penyidikan tindak pidana korupsi sangat jelas
bertentangan dengan etikat baik dalam
menjalankan tugas profesinya atau dengan
etikad tidak baik atau melanggar hukum,
pembelaan tersebut menghalangi proses
penegakan hukum, sehingga hak imunitas tidak
berlaku dalam kasus tersebut.

Prosedur penegakan hukum terhadap
advokat yang merintangi proses penyidikan
tindak pidana korupsi harus memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
yaitu:

1. Penyidik yang menyidik advokat yang
merintangi proses penyidikan tindak
pidana korupsi adalah Polisi karena
merintangi proses penyidikan tindak
pidana korupsi adalah tindak pidana a-
quo dimana advokat dalam arti materil
tidak melakukan tindak pidana korupsi.

2. Penyidik harus membuat dan dapat
menunjukkan surat penangkapan dan
penahanan yang resmi terhadap advokat
yang merintangi proses penyidikan
tindak pidana korupsi.

3. Penyidik harus memberikan kesempatan
kepada advokat untuk memberikan
laporan terhadap organisasi advokat
yang bersangkutan dalam. hal
penangkapan dirinya oleh penyidik
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karena merintangi proses penyidikan
tindak pidana korupsi.’

PENUTUP
A. Kesimpulan

1.

2.

Faktor yang mempengaruhi penegakan

hukum terkait dengan obstruction of justice

dalam peradilan tindak pidana korupsi
antara lain:

a. Faktor substansi hukum, bahwa Pasal
21 UU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi tidak mengatur secara jelas
mengenai perbuatan yang dilarang.
Pasal 21 hanya menyebutkan “dengan
sengaja mencegah, merintangi atau
menggagalkan”. Hal ini menimbulkan

ketidakjelasan mengenai perbuatan
bagaimana yang dimaksud dapat
mencegah, merintangi atau
mengagalkan. Sehingga dapat

menimbulkan penafsiran yang berbeda
di kalangan penegak hukum.

b. Faktor struktur hukum atau penegak
hukum. Penegak hukum  masih
mempertanyakan apakah obstruction
of justice adalah ranah kewenangan
institusi  mereka untuk menyidik.
Sebagian aparat penegak hukum belum
memahami secara baik tindakan-
tindakan vyang dapat dikategorikan
sebagai obstruction of justice.

c. Faktor budaya hukum, bahwa faktor
budaya hukum terdiri atas budaya
hukum internal dan budaya hukum

eksternal.  Faktor budaya hukum
internal yang mempengaruhi
penegakan hukum yaitu: perbuatan

menghalang-halangi penegakan hukum
kasus korupsi dilakukan oleh advokat
sebagai bagian dari catur wangsa
penegak hukum di Indonesia. Para
advokat sering beranggapan bahwa
perbuatan tersebut sebagai bagian dari
pekerjaan profesi hukum namun
sebenarnya  bertentangan  dengan
perundang-undangan.

Kedudukan dan fungsi Advokat adalah

sejajar dengan klien dan penegak hukum

lainnya, sehingga advokat ikut menegakkan

° Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, Citra,
Idealisme dan Keprihatinan, Sinar Harapan, Jakarta, hal.
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hukum secara profesional berdasarkan
keadilan dan kebenaran, fungsi Advokat
mendampingi klien mulai dari proses di
tingkat awal memberikan nasehat hukum,
serta semua vyang terkait dengan
kepentingan klien agar mendapatkan
kesempatan dan kesamaan hak di muka
hukum, tugas dan tanggungjawab advokat.

B. Saran

1.

Dartias

Dalam menindak pelaku obstruction of
justice, hakim harus menjunjung tinggi
integritas dan rasa keadilan. Hakim juga
harus tegas terhadap pelaku obstruction of
justice yang merupakan aparat penegak
hukum itu sendiri termasuk advokat, yang
meskipun memiliki hak imunitas, hakim
harus melihat dengan jernih fakta-fakta
hukum yang terjadi untuk menyimpulkan
bahwa perbuatan tersebut merupakan
bagian dari menjalankan pekerjaan dengan
etikad baik sebagai advokat atau
merupakan perbuatan yang menghalangi
proses penegakan hukum. Seperti Putusan
MA Putusan MA No. 684/Pid.Sus/2009,
putusan hakim sudahlah tepat. Sebaiknya
putusan tersebut dapat menjadi rujukan
bagi hakim lainnya dalam menghadapi
perkara tindak pidana menghalangi proses
hukum berikutnya.

Sebaiknya perlu ada perubahan terhadap
Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
memberikan penjelasan mengenai
perbuatan bagaimana yang secara jelas
bagaimana perbuatan dikatakan mencegah,
merintangi atau menggagalkan secara
langsung atau tidak langsung proses hukum
tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina Shinta, dkk, Obstruction of Justice

Tidak Pidana Menghalangi Proses
Hukum Dalam Upaya
Pemberantasan Korupsi, Themis
Books, Jakarta, 2015.

Ali Mahrus, Azas, Teori dan Praktik Hukum

Pidana  Korupsi, Ull  Press,
Yogyakarta, 2013.
lham  Kurniawan,  Menerapkan

Obstruction of Justice Dalam

193



Lex Crimen Vol. VIII/No. 4/Apr/2019

Kasus Korupsi,
http://www.jambiupdate.com/ar
tikel-menerapkan obstruction of
justice dalam kasus korupsi.html.

Djaya Ermansyah, Memberantas Korupsi
Bersama KPK, Kajian Yuridis UU
Rl No. 20 Tahun 2001, Sinar
Grafika, Jakarta, 2013.

Effendi Marwan, Kapita Selekta Hukum Pidana
(Perkembangan dan Isu Aktual
Dalam Kejahatan Finansial dan
Korupsi),  Referensi, Jakarta,
2012.

Friedman Lawrence M., American Law: An
Introduction, Second Edition,
Penerjemah: Wishnu Basuki, PT.
Tatanusa, 2001.

Hamzah Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui
Media Hukum Pidana Nasional
dan Internasional, Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2007.

Hartanti Evi, Tindak Pidana Korupsi, Edisi
Kedua, Jakarta : Sinar Grafika,
2008.

Pangaribuan Luhut M.P., Advokat dan
Contempt of Court : Suatu Proses
di Dewan Kehormatan Profesin,
Djambatan, 2006.

, Hukum Acara Pidana,
Surat-surat Resmi di Pengadilan
Oleh Advokat, Djambatan, 2005.
Patiro Yopie Morya Immanuel, Diskresi Pejabat
dan Tindak Pidana Korupsi.
Bandung: Keni Media, 2012.
Rahardjo Satjipto, Penegakan Hukum Suatu
Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009.
Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus
Memahami Delik-delik di Luar

KUHP, Jakarta: Prenamedia
Group, 2016.
Soekanto  Soejono,  Faktor-Faktor  yang

Mempengaruhi Penegakan
Hukum. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2005..

,  Pokok-Pokok Sosiologi
Hukum, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2010.

,  Pengantar  Penelitian
Hukum, Ul Press, Jakarta, 1998.

Soesilo R., Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Serta Komentar-
komentarnya Lengkap  Pasal
Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995.

Widodo Ismu Gunadi, Tanggung Jawab Advokat
Dalam Penegakan Hukum,
Kencana, Jakarta, 2005.

, Tanggungjawab Advokat
Dalam Penegakan Hukum,
Kencana, Jakarta, 2009.

Winarta Frans Hendra, Advokat Indonesia,

Citra, Idealisme dan
Keprihatinan, Sinar Harapan,
Jakarta.

Peraturan-peraturan :

Kode Etik Profesi Advokat

Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XV 2013

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Internet :
Fadli Khairul, Pertanggungjawaban Pidana Oleh
Anggota Polisi Republik Indonesia

yang Merintangi Proses
Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi,
http;//repository.3C.id/xmlui/bit
stream

/handle/123456789/4612/jurnal
&20fadly.pdf?sequence=I
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It5
48d38322cdf2/perbedaan-
peradilan-dengan-pengadilan.
http://www.iambiekspres.co.id/read/2017/02/
12/7433/menerapkan-
obstruction-of-justice-dalam-
kasus-korupsi.
http://www.negarahukum.com/hukum/obstruc
tion-of-justice.html
Kompas, KPK dan Perintang Peradilan, Selasa 23
September 2018

194



